
BUPATI JEPARA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMORS TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
KABUPATEN JEPARA 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

;a .  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Bupati Jepara menetapkan Pengelolaan dan 
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Jepara tentang Pengelolaan dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2016. 

L. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

3. Undang Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Noror 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 



6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Restribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234 ); 

8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495 ); 

9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5582 ) sebagaimana 
telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

I 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539 ); + 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara scbagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); 

I5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belania Negara f Lembaran Negara 



Menetapkan 

Io. eraturan Menten Keuangan Repubhk Indonesia iomor 
93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi 
Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 684); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi 
Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1967); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1934); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 1  Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok  
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor IO ); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2015 Nomor 7 ); 

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 
perubahan atas Peraturan Bupati Jcpara Nomor 12 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 
Nomor 37); 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Angggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2015 Nomor 57 ); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATL JEPARA TENTANG PENGELOLAAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2016. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati Jepara ini yang dimaksud dengan 

L. Daerah adalah Kabupaten Jepara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

=-=Jepara; 
3. Bupati adalah Bupati Jepara: 



4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat seterpat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 

6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah 
pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah; 

7. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis; 

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri; 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat; 

10.Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang 
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang 
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat; 

I.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam + 

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
desa tersebut; 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan 
keuangan desa; 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan 
discpakati bersama BPD; 

I4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

5. Pengelolaan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus 
diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam 

pengsunaan. penvaluran, pengelola, bertanssung 



BAB II 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 

Peraturan Bupati Jepara ini menetapkan Rincian Dana Desa 
untuk setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jepara 
ini. 

BAB III 

TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA 

Pasal 3 

I. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi 
dasar dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis setiap Desa. 

2. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (I), dihitung dengan cara: 

a+ gw =(0,25 xZ1) + (0,35 x 22) + (0,10 x 23) + (0,30 24) 
Keterangan: 
W =DD setiap Desa 

ZI=rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 
penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan 

Z2=rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total 
penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang 
bersangkutan 

Z3=rasio las wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa 
kabupaten /kota yang bersangkutan 

A4=rasio [KG setiap Dess terhadap total [KG Desa 
kabupaten/kota yang bersangkutan 

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bersumber dari 
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
statistik. 

Pasal 4 

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan 
geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 5 

(1) Petinggi adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dan 
pertanggungiawaban penggunaan DD. 

(2) Petinggi menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa 
sesuai RPJMDes. 

(3) Petinggi menyampaikan RAPBDes kepada BPD untul 
dibahas dan mendapat kesepakatan bersama. 



Pasal 6 

(I) RAPBDes yang telah disepakati bersama oleh Petinggi 
dan BPD dikirimkan kepada Bupati lewat Camat. 

f2) Setelah Perdes tentang APBDes diundangkan dalam 
Lembaran Desa maka Petinggi menyusun dan 
mengesahkan DPA. 

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat 
membentuk Tim yang melibatkan anggota LKMD/LPMD, 
masyarakat dengan jumlah disesuaikan dengan 
kebutuhan Desa masing - masing. 

Pasal 7 

Guna mencairkan DD setiap desa membuka rekening atas 
nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah. 

Pasal 8 

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan desa Petingg 
menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
(PTPKDJ yang terdiri dari Carik, Kaur Keuangan dan 
Perangkat Desa lainnya dengan SK Petinggi 

Pasal 9 

Guna pengoptimalan pengelolaan DD, maka dibentuk Tim 
Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat 
Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 10 

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat 
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal (9) adalah: 

a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah 
perencanaan DD dan penyusunan RPJMdesa, RKPdes, 
RAPBDcs, APBDes, RAB dan DPA; 

b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan 
pencairan DD yang diajukan oleh Pemerintah Desa; 

c, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam 
pengelolaan DD; 

d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi 
pengelolaan administrasi keuangan DD 

e. Menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan 
keuangan Desa setiap bulan. 

f. Menyampaikan Rekapitulasi Laporan bulanan 
Penggunaan ADD Kepada Bupati Jepara. 

Pasal Il 

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal (9), adalah: 

a. Melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun 
pedoman pengelolaan DD; 

b. melaksanaan sosialisasi pengelolaan DD; 
c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam 

pengelolaan DD yang tidak dapat disclesaikan oleh Tim 
Kecamatan; 

d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam 

pengelolaan DD; 
- --•---••-- --•-·----- -•-- , _ _._ D••-•' 



ti1ti V 

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 12 

(l Penyaluran DD dilakukan melalui pemindah bukuan dari 
-. Rekenins kKas Umum 

an ari 
4 

-- 

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh 
perseratus]; 

b. tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 
perseratus]; dan 

c. tahap III pada bulan Oktober scbesar 20% (dua puluh 
perseratus). 

(4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Petinggi 
menyampaikan: 
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa, RPJM Desa, RKP 

Desa. 
b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran 

sebelumnya. 
c. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan 

realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a 
dan b. 

(5) Penyaluran DD Tahap selanjutnya dilakukan setelah 

Petinggi menyampaikan: 
a. laporan realisasi penggunaan DD sebelumnya. 
b. Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan 

DD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(6) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan 
dalam APBDesa. 

(7) Mekanisme pengajuan DD diatur sebagai berikut: 

a. Petinggi mengajukan permohonan pencairan DD 
kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat. 

b. Permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a 
dilampiri dengan berkas sebagai berikut 

L. Rencana penggunaan DD. 
2. Pakta integritas/ pernyataan tanggungiawab mutlak 

yang ditandatangani oleh petinggi diatas materai 
6000. 

3. Foto copy KTP petinggi, bendahara desa dan 
rekening buku kas desa. 

c. Camat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam bentuk 
chek list. 

d. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat 
membuat surat pengantar pencairan DD dan 
meneruskan permohonan yang disertai berkas 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati 
cg DPPKAD. 

1 



e. Berdasarkan permohonan pencairan DD yang 
dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud, 
Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan. 

BAB VI 
PRIORITAS PENGGUNAAN 

Pasal 13 

DD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat 
dan kemasyarakatan yang mcliputi: 

(I) Prioritas Penggunaan DD digunakan untuk mendanai 
pelaksanaan kewenangan yang berdasarkan asal usul 
dan kewenangan lokal desa serta untuk membiayai 
belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
yang disepakati dalam musyawarah desa yang tertuang 
dalam APBDesa; 

(2) Dalam penentuan prioritas sesuai ayat (l) maka 

berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal I4 

()DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD 
scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APBDesa dengan memastikan pengalokasian 
DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah 
terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi, 

BAB VII 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 15 

(I) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyaluran DD 
kepada Bupati setelah menerima DD yang telah 
dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke 
rekening kas Desa melalui camat sebagaimana form 
terlampir. 

(2) Petinggi dengan dikoordinasikan oleh camat setempat 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD setiap 
akhir tahapan sebagaimana form terlampir; 

(3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan 
penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dan (2) sebagai persyaratan untuk penyaluran DD 
selanjutnya; 

(4) Petinggi menyampaikan laporan pertanggungiawaban DD 
kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun 
anggaran sebagaimana form terlampir. 
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Penggunaan keuangan DD harus mendapat pengesahan 
oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari 
penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang 
disimpan di desa dan dipertanggungiawabkan secara 

mutlak oleh desa tentang kebenaran dokumen tersebut; 

(6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan DD hanya 
dapat diperiksa oleh lembaga pengawas fungsional dan 
lembaga pengawas lainnya. 

(7) Petinggi penerima DD bertanggungiawab secara formal 
dan material atas pengelolaan DD. 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 16 

(l)Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan 
kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan DD 

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
pasal l6 ayat (l) maka dibentuk Tim Pembina Tingkat 
Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati. 

(3 Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan 
pemantauan dan evaluasi administrasi penyaluran dan 
penggunaan DD. 

(4) Pemantauan scbagaimana ayat (3) dapat dilakukan 

terhadap: 

a. Penerbitan peraturan petinggi maupun keputusan 
petinggi tentang pengelolaan keuangan DD. 

b. Penyaluran DD dari rekening kas desa kepada 
pelaksana kegiatan. 

c. Penyampaian laporan realisasi administrasi 
penggunaan DD. 

d. SiLPA DD. 

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan 
terhadap: 

a. Perhitungan rencana penggunaan DD. 
b. Realisasi administrasi penggunaan DD 

(6) Hasil pemantauan dan 
penyempurnaan kebijakan 
DD. 

evaluasi menjadi dasar 
dan perbaikan pengelolaan 

Pasal 17 

(1 Pengawasan penggunaan DD bisa dilaksanakan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Masyarakat 
maupun oleh lembaga pengawasan Fungsional lainnya; 

(2) Hasil Pengawasan menjadi dasar pembahasan 
musyawarah desa dalam rangka penggunaan keuangan 
Desa. 



BAB IX 

SANKSI 

Pasal 18 

(I)Dalam hal Desa tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) dan (5) 
maka bupati dapat menunda penyaluran DD yang 
menjadi hak desa yang bersangkutan. 

(2) Bupati dapat mengurangi penyaluran DD dalam hal 
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang 
mengakibatkan SiLPA tidak wajar. 

(3) SiLPA DD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), berupa sisa DD yang melebihi 30% (tiga puluh 
per seratus) dari DD yang diterima Desa. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasual 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 13 Januari 2016 

Diundangkan Di Jepara 
pada tanggal 13 Januai 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

 BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 5 

PENE MRODLJK HUKU 

. 
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Lampiran II :  Peraruran Bupati Jepara 
Nomor 5 Tahun 2016 

Tahun 

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA ( D D )  TAHAP ... . . . . .  

DESA .... . .. KECAMATAN . 

KABUPATEN JEPARA 

JUMLAH 
SP2D / TGL 

TGL PENCAIRAN 
NO 

ANGGARAN 
PENERIMAAAN DI 

DARI REK. DESA 
KET 

REK. DESA 

I 

2 

3 

0 

13 Jamari 2016 

Mengetahui 

CAMAT 

! I 

PETINGGI 

( I 

I JEPARA, 

- 

PD K~ =, 
• EAGLs 

+tJ 



Lampiran 

Nomor 

Tahun 

III: Peraturan Bupati Jepara 
5 Tahun 2016 

13 Januari 2016 

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 

TAHAP ••••••••..•• TAHUN ANOGARAN . 

PEMERINTAH DESA ...oooooooooo 

KECAMATAN . 

KABUPATEN JEPARA 

pgqu Desa R 

NOMOR DAN 

TANGGAL JUMLAH JUMLAH 
KODE 

URALAN BUKTT PENERIMAAN PENGELUARAN 8ALDO KET 
REKENING 

PENYALURAN 

(8P2DJ (DEBET KREDIT 

J 2 3 4 5 64.5 7 

I PENDAPATAN 

1.2 Pendapatan Transfer 

1.2.1. Dana Desa 

1.2.1. 1 TAHAP PERTAMA 

1.2.1. 2 TAHAP KEDUA 

1.2.1. 3 TAHAP KE TIGA 

2 BELANJA BANTUAN KE DESA ••.... 

2.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

2.2.1 Kegiatan 

2.2.2 Kegiatan. dst. 

2.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

2.3.1 Kegiatan 

2.3.2 kegiatan. Dst. 

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

2.4.1 Kegiatan 

2.4.2 kegiatan. Dst. 

2.5 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

2.5.1 Kegiatan 

2.5.2 kegiatan. Dst. 

JUMLAH 

Mengetahui 

CAMAT 

( ) 

PETINGOI 

1 ) 

PENELITiAN PRCDUK HUKUM 

J & T A N  PARAF 

Sekretre fl 

-- 

AS  ' u 

e--- - V Ke 

-· 
-·- 

I i 
Ket I 
- ·-- i 
Ke,pE. e I 

+ 1 1 1 t  ATI JEPARA, 

UQI 

I 
PALA SD KEAL! EA6LAN 

E Cut mat4tat 

ii ii 11 , 
I 



Lampiran IV :  Peraturan Bupati Jepara 

• 5 Tahun 2016 
· 1 3  Januari 2016 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA 

TAHAP ..•• TAHUN ANGGARAN... 

KECAMATAN ...»... 

KABUPATEN JEPARA 

Pau Kab ~ 
PENYALURAN PENGGUNAAN 

NOMOR DA 

KODE 
TAGGAL 

JUMLAH 
JUMLAH 

JUMLAH 
JUMLAH 

URALAN BUETI PENYALURA PENYALURA KET 
REK. 

PENYALURA 
PENERIMAAN 

N KE DESA 
6ALDO PENERIMAAN 

KE DESA 
8ALDO 

(8P2D) 
IDEBET (KREDIT (DEBET (REDIT 

I 2 3 4 5 64.5 7 8 9=7-8 10 
A PENDAPATAN 

A.I Pendapatan Transfer 
Saldo Awal 

TAHAP PERTAMA 

TAHAP KEDUA 
TAHAP KE TIGA 

B.I BELANJA BANTUAN KE DESA .•....• 

B.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
B.LL.I Kegiatan 
B.1.1.2 Kegiatan. dst. 

B.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

B.1.2.1 Kegiatan 
B.1.2.2 kegiatan. Dst. 

B.1.3 Bidang Pemberdayan Masyarakat 

B.l.3.1 Kegiatan 
B.1.3.2 kegiatan. Dst. 

B.1.4 Bidang Pembinaan Kerasyarakatan 

B.l.4.1 Kegia tan 

B.1.4.2 kegiatan. Dest. 

B.2 BELANJA BANTUAN KE DESA •.•.• dst 

B.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
B.2.2.1 Kegiatan 
B.2.2.2 kegiatan. Dst. 

B.2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

B.2.3.1 Kegiatan 
B.2.3.2 kegiatan. Dst. 

JUMLAH 

Nomor 

Tahun 

Mengetahu 
CAMAT 

Keterangan Kolom 
3 Di i si  Tanggal dan Noror 

SP2D/ bukti lainnya yang sah 

Penyaluran Dana Desa danri 
Kab/Kota atau dari Kab/Kota 

4 Di isi Jumlah nilai sP2D dari Pusat ke Kab/Kota 
5 Diisi Jumlah nilai SP2D dari Kab/Kota ke Desa 
6 Diisi selisih antara penerimaan dan penyaluran 
7 Diisi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kab/Kota 

8 Diisi Jumlah nilai kegiatan 
9 Diisi selisih antara penerimaan dari Pusat dan penggunaan di desa 

10 Penjelasan sebab terjadinya selisih 

B.1.2.1 Di isi dengan nama kegiatan/output seperti Jalan Desa, Embung 
....dst Desa, Kelompok Usaha Tani dst 

I JE 

- 

Disetujui oleh, 
PETINGGI •... 

( ) 


